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MOTTO 
 
 ِتاَق َف ىَرْخُْلْا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ ْتَغ َب نَِإف اَمُه َ ن ْ ي َب اوُحِلْصََأف اوُل َ تَت ْ قا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَِفئَاط نِإَو اوُل
 َّللا َّنِإ اُوطِسْقَأَو ِلْدَعْلِاب اَمُه َ ن ْ ي َب اوُحِلْصََأف ْتءَاف نِإَف ِهَّللا ِرْمَأ ىَلِإ َءيِفَت ىَّتَح يِغْب َت يِتَّلا  ُّ ِحُُ َه
 َنيِطِسْقُمْلا 
Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka damaikanlah 
antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) 
yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan 
itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah 
adil. Sungguh, Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil. 
 
QS.Al-Hujuraat ayat 9 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ   Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
xi 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
 
 
 
xii 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1.  ةضورلافطلأا  Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiv 
 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
SITI SULISTIA WATI, NIM: 15.21.31.058 “TINJAUAN HUKUM 
PIDANA ISLAM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM UU NO. 
11 TAHUN 2012”. Penelitian ini membahas tentang kajian analisis restorative 
justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 dan hukum 
pidana Islam. Dalam hal ini terdapat persamaan antara pandangan Sistem 
Peradilan Pidana Anak UU No. 11 Tahun 2012 dan hukum pidana Islam dalam 
menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh anak dengan menggunakan 
prinsip keadilan restoratif dan persamaannya terdapat dalam pendefinisian. 
Metode penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yang 
menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis pengumpulan datanya 
menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didukung oleh logika 
berfikir secara deduktif. Sehingga penelitian ini mampu memaparkan hasil 
analisis mengenai pelaksanaan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan penjelasan restorative justice didalam hukum pidana islam. 
Karena penelitian ini sifatnya adalah deskriptif maka hasil penelitiannya 
adalah berupa penjelasan dan pemaparan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
dan hukum pidana Islam dalam mengkaji restorative justice. Penjelasan dalam hal 
pendefinisian bahwa dalam restorative justice UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restorative justice disebutkan: Keadilan 
restoratif Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu 
bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk 
membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban 
dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedang dalam hukum 
pidana Islam Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum islam tersebutlah yang 
kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian 
tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian 
perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan 
masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan 
restorative justice.  
. 
 
Kata Kunci : restorative justice, Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum 
pidana Islam. 
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ABSTRAC 
 
"ISLAMIC CRIMINAL REVIEW OF RESTORATIVE JUSTICE IN Law 
NO. 11 of 2012". This study discusses the analysis of restorative justice in the 
Child Criminal Justice System Law No. 11 of 2012 and Islamic criminal law. In 
this case there are similarities between the views of the Child Criminal Justice 
System Law No. 11 of 2012 and Islamic criminal law in dealing with problems 
posed by children by using the principle of restorative justice and similarities in 
defining. 
This research method is library (library research) that uses a normative 
juridical approach. The type of data collection uses primary, secondary, and 
tertiary legal sources. Furthermore, it was analyzed using a qualitative descriptive 
method supported by the logic of deductive thinking. So that this study is able to 
explain the results of the analysis of the implementation of restorative justice in 
the Child Criminal Justice System and the explanation of restorative justice in 
Islamic criminal law. 
Because this research is descriptive, the results of the research are in the 
form of explanations and explanations in the Child Criminal Justice System and 
Islamic criminal law in reviewing restorative justice. Explanation in terms of 
defining that in restorative justice Law No. 11 of 2012 concerning the Child 
Criminal Justice System concerning restorative justice is mentioned: Restorative 
Justice It means that all parties involved in a particular criminal act jointly address 
the problem and create an obligation to make things better by involving the 
perpetrators, victims and the community in seeking solutions to improve, 
reconcile and reassure those who are not based on retribution. Being in Islamic 
criminal law The position of the doctrine of forgiveness in Islamic law is now 
recognized as an alternative form of settlement of the case with the achievement 
of the most ideal punishment objectives. Through forgiveness institutions, 
settlement of cases can produce balanced justice between perpetrators, victims and 
the community. The ideals of punishment that are to be achieved in the restorative 
justice approach. 
. 
 
Keywords: restorative justice, Child Criminal Justice System, Islamic 
criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap 
mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, 
atau bahkan pemenjaraan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum 
remedium) dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan menekankan 
pada keadilan restoratif. Consedine mendefinisikan keadilan restoratif sebagai 
tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tapi 
kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif 
berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses 
restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh 
kejahatan yang dilakukan.
1
  
Pengutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di 
Indonesia hanya secara khusus diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam menangani perkara tersebut 
dibutuhkannya waktu penyesuaian dengan aturan yang baru berlaku, guna 
memenuhi kelengkapan fasilitas serta tambahan sumber daya penegak hukum 
dan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk menangani perkara anak. 
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Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, 
selaras juga seimbang.  
Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 
terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan 
maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, karena itu 
ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan 
secara khusus, sebagaimana dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak.
2
 
Salah satu contoh kasus yang menerapkan proses diversi yang sudah putus 
yaitu dikota Sragen yang dilakukan seorang anak yang berinisial I (13 Tahun) 
yang masih duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di salah satu SMP 
Karangmalang Sragen. Pelaku melakukan pencurian tersebut bersama dengan 
teman-temannya. Pada hari Rabu, 04 April 2018 pukul 11.30 WIB 
merencanakan dengan temannya yang berinisial F untuk mencuri di tangsi, dan 
dibantu oleh kedua temannya yang berinisial RZ dan RM.  Melakukan aksinya 
yaitu dengan mengambil beberapa barang onderdil sepeda motor di Polres 
Sragen. Barang curian akan dijual oleh mereka untuk membeli burung akan 
tetapi sebelum mereka jual sudah ketangkap oleh polisi. Selanjutnya dibawa ke 
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Kantor Polisi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan dilakukan diversi. 
Penerapan diversi dilakukan oleh Polres Sragen yang sudah melaksanakannya 
sesuai undang-undang anak yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan diversi 
tersebut dilakukan di dalam ruangan yang menjadi tempat kerja dari anggota-
anggota para pihak yang akan melakukan diversi.  
Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengutamakan perlindungan 
dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai 
sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan 
perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang 
masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana 
yang diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan 
seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.
3
 
Sebagai pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut. 
1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang 
memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan 
perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem 
peradilan. 
3. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip 
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perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
Dalam penjelasaan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 
ini merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan 
yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
4
 
Sistem peradilan yang diharapkan dapat berperan dalam penataan keadilan 
sebagai sarana pengendalian sosial dan mewujudkan keinginan masyarakat 
dalam memperoleh keadilan dalam menyelesaikan perkara pidana yang 
dibangun hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial masyarakat, 
keseimbangan yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban tindak pidana 
sehingga tercipta kembali harmonisasi sosial dalam masyarakat. Bentuk 
dilakukan secara seimbang dengan jalan musyawarah antara pihak pelaku dan 
korban. Konsep penyelesaian seperti inilah yang disebut restorative justice. 
Konsep ini menetapkan pada kejahatan sebagai bagian dari gejala yang 
menjadi bagian dari tindakan sosial, sehingga penyelesaiannya selalu 
mengutamakan kearifan lokal yang sesuai dengan kaidah yang berlaku 
dimasyarakat.  
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Penyelesaian perkara melalui perdamaian sebagaimana tersebut adalah 
bagian dari bentuk manifestasi penerapan prinsip restorative justice. Proses 
penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian dapat dijadikan pijakan 
pembaruan sistem peradilan yang ada di Indonesia.
5
 
Konsep pemberlakuan restorative justice dalam hukum pidana Islam layak 
dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan. Wajah sistem 
pemidanaan di Indonesia sudah selayaknya menampakan wujudnya dengan 
watak restorative justice. Bahwa konsep restorative justice adalah cara 
menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (out of 
criminal judicial procedur) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya 
mengikuti acara peradilan pidana. Penyelesaian tersebut biasa digunakan oleh 
anak yang bermasalah dengan hukum untuk menemukan jalan menegakkan 
sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. 
Maka dari itu penulis akan membahas lebih lanjut mengenai Tinjuan 
Hukum Pidana Islam Mengenai Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) secara lebih mendalam sesuai dengan 
latar belakang masalah. 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU 
No. 11 Tahun 2012) ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai restorative justice 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam karya tulis ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan sebagaimana yang disebutkan dalam permasalahan, sehingga tujuan 
karya tulis ini adalah:  
1. Untuk mengetahui bagaimana restorative justice di dalam Sistem 
Peradilan  Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). 
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai 
restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 
Tahun 2012).  
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pemahaman  berpikir serta ilmu pengertahuan di bidang  hukum pidana 
Islam khususnya dalam hal restorative justice pada anak yang berhadapan 
dengan hukum. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dapat menambah atau memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang penegakan hukum dan tinjauan 
restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana 
tinjauan hukum pidana Islam mengenai restorative justice dalam sistem 
peradilan anak dan dapat memberikan informasi baru kepada 
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masyarakat tentang konsep restorative justice dalam penyelesaian 
sebuah perkara.  
E. Kerangka Teori  
1. Hukum Pidana Islam 
Jina>yah merupakan bentuk masdar dari jana. Secara etimologi 
jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jina>yah diartikan 
perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat jana’ala 
qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap 
kaumnya. Kata jana juga berarti “memetik”, seperti dalam kalimat jana 
as-samarat, artinya “memetik buah dari pohonnya”. Orang berbuat jahat 
disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata 
jina>yah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak 
pidana Islam. Secara terminologi kata jina>yah  mempunyai beberapa 
pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah:  
 َكِل اَِذْيَْغَْوا ٍسْف َن ىَلَع ُلْعِفلا َعَقَو ٌءاَوَس اًعْرش مرمح لْعِف َيِهَو َةي اَنِج 
Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai 
jiwa, harta benda, atau lainnya.
6
 
 
Jadi jina>yah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara‟ 
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. 
Sebagaian fuqaha menggunakan kata jina>yah untuk perbuatan yang 
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berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, 
menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah 
fiqh jina>yah sama dengan hukum pidana. Halimah dalam pendapatnya 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari‟at 
Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara‟ yang melarang untuk 
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan 
hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. 
Pengertian jina>yah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan 
istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula 
menggunakan istilah jina>yah atau jari>mah. Istilah jari>mah mempunyai 
kandungan arti yang sama dengan istilah jina>yah, baik dari segi bahasa 
maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa jari>mah merupakan kata jadian 
(masdar) dengan kata asal jarama yang artinya berbuat salah, sehingga 
jari>mah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, jari>mah 
diartikan: larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh Allah dengan 
hukuman had atau ta’zi>r.7 
Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah 
dipastikan oleh nas. Adapun hukuman ta’zi>r adalah hukuman yang 
pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman 
diancamkan kepada seseorang pembuat jari>mah agar orang tersebut tidak 
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mengulangi tindak kejahatan, juga member pelajaran kepada orang lain 
agar tidak berbuat jari>mah. 
2. Restorative Justice 
Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan 
kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi (pembauran) pelaku 
disatu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan 
untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam 
masyarakat.
8
 
Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang 
melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait 
dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian 
terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan 
pemulihan kembali kepada keadaan semula.
9
 
Titik awal penerapan keadilan restorative ini diawali dari 
pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar pengadilan yang 
dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan istilah “mediasi pelaku 
dan korban” tahun 1970-an di Kanada. Karena keberhasilannya, saat ini 
keadilan restorative telah menjadi fenomena global dalam sistem peradilan 
pidana, sehingga walaupun konsepsinya berkembang secara berbeda-beda 
dari satu wilayah ke wilayah lain, namun dalam hukum pada hampir 
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semua negara sudah mengaturnya. Keadilan restorative memberikan 
respon yang berbeda dengan mengadopsi konsepsi keadilan asli 
masyarakat yaitu melalui teknik mediasi dan pemulihan. 
Menurut Howard Zehr filosofi keadilan restorative bertumpu pada 
lima asas, yaitu: (a) keadilan yang berfokus pada bahaya dari pelanggaran 
dan konsekuensinya terhadap kebutuhan korban, masyarakat, dan 
pelanggar; (b) kewajiban pelaku dan masyarakat untuk mengatasi bahaya 
yang diakibatkan oleh pelanggaran; (c) pihak yang memiliki peran dan 
kewenangan penting dalam masyarakat harus dilibatkan, termasuk korban, 
pelanggar, anggota masyarakat; dan (e) berusaha untuk memperbaiki 
kesalahan.
10
 
Keadilan restorative merupakan seperangkat cita-cita tentang 
keadilan yang mengasumsi adanya kemurahan hati, empati, suportif, dan 
rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan 
korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai 
yang peduli terhadap individu. 
Keadilan restorative berusaha memberikan penyelesaian konflik dan 
berusaha menjelaskan kepada pelaku tindak pidana bahwa pelanggaran 
hukum yang dilakukan tidak dimaafkan oleh negara, namun negara 
sekaligus memberikan dukungan dan menghormati individu agar lebih 
baik, agar dapat memulihkan korban kejahatan. 
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Ada kategori kebutuhan yang harus diwujudkan oleh keadilan 
restorative yaitu: (a) pertanggung jawaban pelanggaran untuk: mengatasi 
kerugian yang ditimbulkan, mendorong empati, dan tanggung jawab, dan 
mengubah rasa malu; (b) dorongan untuk melakukan perubahan terhadap 
pribadi pelanggar, termasuk penyembuhan atas penyebab penyimpangan 
perilaku pelanggar, kesempatan pelanggar untuk memperoleh pengobatan 
atas kecanduan dan atau masalah tingkah laku lainnya, dan peningkatan 
kompetensi pribadi pelanggar; (c) dorongan dan dukungan kepada 
pelanggar agar berbaur kepada masyarakat; dan (d) perlunya pengekangan 
sementara bagi sebagian pelanggar. 
Pengertian keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan 
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang 
adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 
bukan pembalasan.
11
 Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa 
ada 2 unsur dalam hakikat keadilan restorative versi Indonesia yaitu: (a) 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait; (b) penyelesaian 
perkara tindak pidana yang adil dengan menekankan pada: (1) pemulihan 
kembali pada keadaan semula, dan (2) penyelesaian tersebut bukan 
pembalasan kepada pelanggar. 
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3. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) 
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah 
keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan 
hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan 
setelah menjalani pidana. 
Dalam disertasinya Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang 
dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan 
hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, 
subsistem penuntuntan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan 
subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandasan 
hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum 
pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem 
penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan 
perlindungan dan kesejahteraan anak.
12
 
Jika diperhatikan pengertian sistem peradilan pidana anak 
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka 
dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam 
UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian 
perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. 
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“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 
1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas 
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana (Pasal 1 angka 3); 
2.  Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); 
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi adalah 
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5). 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah peneliti melakukan telaah  terhadap beberapa penelitian, ada 
beberapa yang memiliki keterkaitan dengan peneliti yang peneliti lakukan.  
Penelitian pertama, yang berhasil ditemukan ialah penelitian yang 
dilakukan oleh Randy Pradityo, Tahun 2016, Jurnal Hukum dan Peradilan, 
Volume 5 No 3, dengan judul “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan 
14 
 
 
Pidana Anak”, dalam pembahasan ini menjelaskan diskursus peradilan anak 
dan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk 
memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang 
yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya 
masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah 
terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan 
permasalahan mengenai Bagaimana penerapan restorative justice di dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
adalah bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penerapan 
restorative justice di dalam sistem peradilan pidana anak.
13
 
Penelitian kedua, yang berhasil ditemukan ialah penelitian yang dilakukan 
oleh Chindya Pratisti Puspa Devi, Tahun 2014, Skripsi dengan judul 
“Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif 
Hukum Islam” Dalam pembahasan ini mengenai permasalahan yang akan 
dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut, mengetahui konsep kebijakan 
dan implementasi restorative justice pada kasus-kasus pidana anak di Bekasi 
dan mengetahui konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana 
khsusnya perkara anak dalam hukum Islam.  
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Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
adalah bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan dan 
implementasi restorative justice pada Hukum Pidana Anak di Indonesia dalam 
Perspektif Hukum Islam.
14
 
Penelitian ketiga, yang berhasil ditemukan ialah penelitian yang dilakukan 
oleh  Yusi Amdani, Tahun 2016, Jurnal Al-„Adalah, Volume XIII No 1, 
dengan judul “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak 
Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”. Dalam 
pembahasan ini penulis menjelaskan beberapa rumusan permasalahan yang 
layak dikaji di antaranya yaitu Bagaimana pengaturan hukum tentang 
pencurian oleh Anak menurut Hukum Positif dan Hukum Islam? Bagaimana 
pelaksanaan restorative justice dalam hukum positif Indonesia? Bagaimana 
konsep restorative justice dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak 
melalui peradilan adat Aceh. 
Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
adalah bahwa dalam penelitian ini mengulas penyelesaian kasus pencurian oleh 
anak dengan menggunakan restorative justice pada tingkat peradilan di Aceh 
dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum adat.
15
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G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dikatakan 
penelitian normatif karena akan membahas sekaligus memberikan 
penjelasan dan tidak menggunakan angka maupun grafik. Jenis penelitian 
ini ialah jenis penelitian literer (library research) yaitu penelitian yang 
dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa 
buku, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Kemudian peneliti 
menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena tujuan pendekatan 
yuridis normatif yaitu untuk menjelaskan dan menerangkan suatu prodak 
hukum Islam maupun hukum positif. Dan peneliti akan membahas secara 
dalam terhadap tinjauan hukum pidana Islam mengenai restorative justice 
dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). 
2. Sumber Data 
Adapun data ilmiah yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber 
dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara 
langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data 
yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Data 
sekunder terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier.
16
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif).
17
 Bahan hukum tersebut berupa UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Al-Qur‟an dan hadits.  
Bahan hukum sekunder adalah sebuah publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang tidak resmi.
18
 Bahan hukum sekunder meliputi 
hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang 
termuat dalam media massa, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal 
hukum.
19
 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 
petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.
20
  
3. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan metode studi dokumentasi atau kepustakaan. Peneliti 
menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang 
diperlukan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan 
mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, 
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catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dipecahkan.
21
 
Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebuah langkah-langkah 
yang harus dilakukan untuk mengumpulkan suatu data, agar penelitian 
tersebut dapat menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah. Di 
dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan langkah-langkah 
sebagaimana berikut : 
a. Mengumpulkan data dengan membaca buku-buku, hadits, jurnal, hasil 
penelitian dan bahan-bahan lainnya yang relevan untuk membantu di 
dalam menyelesaikan data dan juga untuk melengkapi data yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas. 
b. Mengklasifikasikan data diatas kedalam data klasifikasi lainnya 
dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti, hal ini dilakukan agar 
data yang diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami oleh peneliti. 
c. Yang terakhir dilakukan dengan menganalisis data terhadap hasil 
penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan 
metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu 
yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.    
4. Teknik Analisis Data 
Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 
penelitian dimana analisis data adalah suatu proses mengolah data 
menjadikan suatu pola dalam kalimat yang sistematis, logis dan mudah di 
                                                          
       
21
 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), hlm. 86.  
19 
 
 
pahami dalam hasil analisa. Metode analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. 
Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis UU No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan untuk mengetahui tentang 
restorative justice. Pada penelitian ini akan menganalisis tinjauan hukum 
pidana Islam tentang restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak (UU No. 11 Tahun 2012). 
H. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan 
memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan 
memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan 
skripsi sebagai berikut: 
Bab pertama pendahuluan, pada bab ini penulis akan memberikan 
gambaran secara umum maupun menyeluruh tentang pokok permasalahn yang 
akan dibahas dalam penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, landasan teori yang berisi gambaran mengenai pengertian 
resrorative justice, sejarah restorative justice, pengertian Sistem Peradilan 
Pidana Anak, pengertian jina>yah, unsur-unsur jari>mah, dan macam-macam 
jari>mah.  
20 
 
 
Bab ketiga, dalam bab ini akan membahas mengenai restorative justice 
dalam Hukum Pidana Islam dan restorative justice dalam Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 Bab keempat, yaitu bagian inti dari keseluruhan dari penelitian ini yaitu 
analisis tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai restorative justice dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). 
Bab kelima atau bagian terakhir yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. 
21 
 
BAB II 
GAMBARAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM UU NO. 11 
TAHUN 2012 DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Restorative justice 
1. Pengertian Restorative justice Secara Umum 
Keadilan restoratif adalah upaya penyelesaian secara adil yang 
melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait 
dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian 
terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan 
pemulihan kembali kepada keadaan semula.
1
 Keadilan restoratif adalah 
roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 
pembalasan.
2
 
Meskipun tidak ada kesepakatan tentang pengertian keadilan 
restoratif, namun mayoritas definisi berfokus pada proses yang melibatkan 
semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran 
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hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh 
pelanggaran tersebut. Hal ini terungkap dalam pernyataan berikut: there is 
no agreed definition of restoratative justice processes. A number of 
definitions have been suggested, most of which focus on a process which 
involves all those affected by an offence and aims to repair the harm 
caused by the offending. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami 
bahwa akar filsafat keadilan restoratif adalah konsepsi keadilan untuk 
semua (justice for all), yaitu melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat 
berdasarkan musyawarah dalam rangka meretorasi keadaan secara 
manusiawi.
3
  
Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan 
dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap 
individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. 
Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan 
para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk 
mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, 
dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak 
mendapatkan keadilan apa pun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan 
ditemukan beberapa point penting yang menjadi mind idea dari keadilan 
restoratif. 
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Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan 
keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana 
Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan 
tegas terakomodir dalam diya>t, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an surah Al-Baqarah ayat 178:4 
َايااَهُّ َيأاَانيِذَّلااْاوُنَمآاَابِتُكاُامُكْيَلَعاُاصاَصِقْلاااِفاىَل ْ تَقْلاااُُّرْلْااِّاُرْلِْبِاُادْبَعْلاَواِادْبَعْلِبِاىَثُنلأاَوا
ىَثُنلأِبِاْانَمَفاَايِفُعاُاهَلاْانِماِاهيِخَأاا ءْيَشاا عاَِّبتَافاِافوُرْعَمْلِبِاءاََدأَواِاهَْيِلإاا ناَسْحِِبِاَاكِلَذاا فيِفَْتَاِّامنا
ْامُكِّبَّراا ةَْحَْرَواِانَمَفاىَدَتْعااَادْع َباَاكِلَذاُاهَل َفاا باَذَعاا مِيَلأا-٨٧١- 
“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf 
dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan 
membayar diya>t (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian 
itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa 
melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat 
pedih.”5 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukannya qis{a>s{ 
adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Berpijak pada ayat 
tersebut, dasar filosofi diberlakukannya qis{a>s{ bukanlah retributif atau 
bernuasa pembalasan atas tindakan kejahatan yang telah dilakukan. 
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Diterapkannya hukuman qis{a>s{ tidak bertujuan untuk membalas 
pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap 
orang yang membunuh harus dihukum qis{a>s{, karena hal tersebut telah 
menyalahi tujuan dasarnya. Hal inlah yang mendorong mengapa setiap 
kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai 
hukuman qis{a>s{, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah 
menyuruh wali korban untuk memaafkannya.
6
  
2. Sejarah Restorative justice 
Dalam perspektif sejarah, pendekatan keadilan restoratif diawali 
dari praktik beberapa negara misalnya Kanada, Australia, New Zealand 
dan Inggris. Titik awal penerapan keadilan restoratif ini diawali dari 
pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan konvensional 
yang di lakukan oleh masyarakat yang disebut dengan istilah “mediasi 
pelaku dan korban” tahun 1970-an di Kanada. Karena keberhasilannya, 
saat ini keadilan restoratif telah menjadi fenomena global dalam sistem 
peradilan pidana, sehingga walaupun konsepsinya berkembang secara 
berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain, namun dalam hukum pada 
hampir semua negara sudah mengaturnya. Keadilan restoratif memberikan 
respon yang berbeda dengan proses peradilan pidana, yaitu dengan 
mengadopsi konsepsi keadilan asli masyarakat melalui tawanan alternatif 
untuk pemulihan misalnya melalui teknis mediasi dan pemulihan, 
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sehingga ada 2 konsep kunci dalam keadilan restoratif yaitu bahaya dan 
perbaikan, atau pemulihan korban dan masyarakat.
7
  
Pelaksanaan keadilan restoratif di Inggris lebih sukses menciptakan 
keadilan anak-anak karena penyelesaiannya bersifat restoratif, di 
bandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan pidana yang lebih 
mengandalkan sanksi punitif, karena hakim dan jaksa ternyata lebih 
cenderung mempidana seseorang, di bandingkan dengan masyarakat 
umum. Bahkan pendekatan keadilan restoratif lebih efektif dalam 
mengurangi residivisme. Sebagaian besar negara bagian Amerika Serikat 
sudah memasukkan pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang 
atau kode yang di dalamnya mengatur ketentuan umum dan tujuan, 
aplikasi, pendanaan dan evaluasi. 
Sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan 
restorative justice di awali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian 
di luar pengadilan konvensional yang di lakukan oleh masyarakat yang 
disebut dengan victim offender mediyation tahun 1970-an di Kanada. 
Pendekatan keadilan restoratif merupakan perkembangan terakhir dari 
paradigma peradilan pidana, yaitu di awali dengan retributive justice, di 
lanjutkan dengan rehabilitative justice, kemudian ada alternative justice, 
kemudian di perbaiki lagi dengan transitional justice, dan akhirnya 
digantikan oleh restorative justice.  
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Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan budaya baru bagi 
bangsa Indonesia, namun karena dalam masa penjajahan hukum adat 
banyak di tinggalkan dan di ganti dengan hukum barat, maka keadilan 
restoratif di marginalkan. Setelah ketentuan-ketentuan dan sistem hukum 
barat di ragukan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian perkara 
pidana yang adil, banyak pihak mengintrodusi dan melaksanakan keadilan 
restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif bukan lahir lebih 
dahulu, tetapi sudah ada dan di laksanakan di masyarakat kemudian di 
tinggalkan dan saat ini di gunakan lagi. Buktinya dalam hukum pidana 
Majapahit di kenal istilah “pati bajampi” yaitu sebagai uang pengganti 
obat yang diberikan kepada korban, rekonsilisasi antar kepala adat yang di 
tandai dengan upaya adat di sejumlah wilayah Indonesia.
8
     
B. Sistem Peradilan Pidana Anak 
1. Pengertian Anak 
Perserikatan bangsa-bangsa dalam Convention on the Right of the 
Child (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap 
manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang 
berlaku pada anak, kedewasaannya dicapai lebih awal”.9 
a. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak  
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 Ibid.. hlm. 40.  
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 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa 
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Pasal 1 angka 2: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.10 
Dalam pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 
angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa 
seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai beriku: 
1) Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan 
2) Belum pernah kawin. 
Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua 
puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, 
kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai 
pada umur tersebut.  
Batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi 
ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya 
dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan 
sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang 
berlaku.   
Sebagaimana dimaksud dengan frasa “belum pernah kawin” 
dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
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Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan 
menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
11
 
b. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak  
Pasal 1 angka 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12
 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa 
seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun ; 
2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 
angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak sama 
dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 
konvensi tentang hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan UU No. 
5 Tahun 1998.  
Dengan demikian arti dari frasa “termasuk anak yang masih 
dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 
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tentang Perlidungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata 
yang menentukan bahwa: Anak yang dalam kandungan seorang 
perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga 
kepentingan si anak menghendakinya. Dalam hal ini yang dianggap 
“kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, 
misalnya adalah berkaitan dengan masalah “pewarisan” atau dengan 
perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) 
pewarisnya. 
c. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak 
Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut 
dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam UU No. 
11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak 
dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut. 
1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun. 
2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.  
Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut anak menurut UU 
No. 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum. Oleh 
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karena itu, persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam 
penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan 
umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa 
surat (Pasal 189 ayat (1) huruf c KUHAP), misalnya Kartu Tanda 
Penduduk, Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Kependudukan 
sebagaimana dimaksud oleh UU No.23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan. Jika seandainya alat-alat tersebut belum 
atau tidak ada maka dapat diganti dengan alat bukti berupa Keterangan 
saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP), misalnya keterangan dari 
orang tua atau wali dari anak.
13
 
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, yang di maksud dengan anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut,  “Anak yang 
berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, 
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana”.14  
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 Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui 
Pendekatan Restorative Justice”, Jurnal Ilmu Hukum, (Jambi), 2015, hlm. 146.  
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“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU 
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 
1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas: 
a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana (Pasal 1 angka 3); 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4); 
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang disebut anak saksi adalah 
anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan 
dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana 
yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5). 
Menurut Wiyono, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam 
Pasal 1 angka 2 di ambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal 
berikut. 
1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menyebutkan: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban 
dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
32 
 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum…dan 
seterusnya. 
2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menyebutkan: 
a) Ayat (1): perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 59 meliputi anak yang 
berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, 
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan 
masyarakat. 
b) Ayat (2): perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagaimana di maksud dalam ayat (1) di laksanakan 
melalui: 
1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan mertabat 
dan hak-hak anak; 
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak; 
5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap 
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; 
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua 
atau keluarga; dan 
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7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa 
dan untuk mengindari labelisasi.
15
 
3. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 
Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur 
“sistem peradilan pidana”, dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata 
“sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk 
membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem 
peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak 
dalam sistem peradilan pidana anak, adalah anak nakal, yaitu anak yang 
melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan yang 
dinyatakan terlarang bagi anak.
16
 
Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari 
istilah the juvenile justice system yaitu suatu istilah yang digunakan searti 
dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi 
polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, 
pusat-pusat penahanan anak dan fasitiltas-fasilitas pembinaan anak.  
Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, 
maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, 
terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem 
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34 
 
peradilan pidana (criminal justice system) menunjukan mekanisme kerja 
dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar “pendekatan 
sistem”. Remington dan Ohlin mengemukakan: “criminal justice system” 
dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme 
administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem peradilan pidana 
merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik 
administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu 
sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan 
secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu 
dengan segala keterbatasannya.
17
 
Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu 
jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana 
utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun 
hukum pelaksanaan pidana. Mardjono memberikan batasan sistem 
peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari 
lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan pengadilan dan pemasyarakatan.  
Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat 
aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dituju pada 
kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, 
hakim dan pejabat lain, harus di dasarkan pada suatu prisip ialah demi 
kesejahteraan anak dan kepentingan anak. 
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Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem 
peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak 
yang di laksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, 
yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili 
atau menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan 
pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak, 
dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan 
hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan 
anak dan tujuan kesejahteraan anak.
18
 
4. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 
Membicarakan sistem peradilan pidana anak tidak terlepas dari 
pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan 
kejahatan dapat di lakukan dengan sarana penal ataupun sarana non-penal. 
Penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan 
sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional 
bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (criminal justice system).  
Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematik 
dari subsistem-subsistem yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan), yang secara keseluruhan 
merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) 
menjadi keluaran (output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka 
menengah, dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan 
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jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak 
pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan dan tujuan jangka 
panjang adalah kesejahteraan sosial. Tujuan sistem peradilan pidana 
berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana 
berguna untuk pembinaan pelaku, karena penyelenggaraan peradilan 
pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada 
masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan 
pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana 
tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah 
secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi 
masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan 
jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena 
penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat 
dari perbuatan-perbuatan jahat yang sangat mengganggu masyarakat.  
Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit 
banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana 
anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah 
resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada 
masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan 
pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan 
lebih lanjut dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan pelaku anak 
maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.  
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Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan 
pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan 
pidana anak yang di anut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang 
terkenal yaitu: paradigma pembinaan individual (individual treatment 
paradigm); paradigma retributif (retributive paradigm); paradigma 
restoratif (restorative paradigm).
19
 
a. Tujuan sistem peradilan pidana anak pada paradigma pembinaan 
individual 
Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma individual, yang di 
pentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang di hadapi 
pelaku, bukan pada perbuatan atau kerugian yang di akibatkan. Menurut 
sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka 
segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi 
peradilan anak.  
b. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif  
Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan 
paradigma retributif di tentukan pada saat pelaku menjalani pidana. 
Tujuan penjatuhan sanksi tercapai di lihat dengan kenyataan apakah 
pelaku telah di jatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, 
setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, 
pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. Untuk 
menciptakan perlindungan masyarakat di lakukan dengan pengawasan 
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strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. 
Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan di lihat pada keadaan 
apakah pelaku telah di tahan, apakah residivis berkurang dengan 
pencegahan atau penahanan.  
c. Tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif  
Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma 
restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka di 
ikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. 
Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat 
apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, 
kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan 
yang di buat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang 
terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku-korban, 
pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada 
korban atau denda restoratif. 
5. Pertanggung Jawaban Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
Seseorang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana tujuannya 
adalah untuk membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan dapat di 
pertanggung jawabkan dan pengenaan sanksi hukum pidana yang tepat 
kepada orang tersebut. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya apabila ia mempunyai kesalahan sehingga perbuatannya 
patut dicelakan kepada orang tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai 
kesalahan apabila: 
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a. Orang tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab, kerena 
keadaan jiwanya normal; 
b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa 
kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 
c. Tidak ada alasan pemaafan atau tidak ada alasan menghapus 
kesalahan.
20
 
C. Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian jina>yah 
Para fuqaha sering pula menggunakan istilah jina>yah atau jari>mah, 
karena istilah jina>yah mempunyai kandungan arti yang sama dengan 
istilah jari>mah baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi 
bahasa jari>mah merupakan kata jadian (masdar) yang artinya berbuat 
salah, sehingga jari>mah mempunyai arti perbuatan salah.21 Dan dari segi 
istilah jari>mah secara umum diartikan: 
ا.ِهِْكر َتايَلَعا  بِقاَعُماِِهب رْوُماَماُلْعِفاِكْر َتَوااِهِلْعِفايَلَعا  بِقاَعُما  ماَّرَُمُاِلْعِفْلااُناَي ُث 
“Melakukan perbuatan yang diharamkan yang dikenal dengan 
sanksi atas melakukan perbuatan itu atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan yang dikenai sanksi atau meninggalkan perbuatan 
tersebut”. 
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Dari segi Istilah jari>mah diartikan:  
. رِْيزْع َتَْواا ّدَبِااَه ْ نَعاَلَاَع َتُااللهَرَجَزا ةَيِعْرَشا  تَارُوظَْمُ 
“Larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan 
hukuman had atau ta’zi>r”. 
 
Menurut Abdul Qadir Audah tindak pidana yaitu: 
ِااِءاَهَقُفْلااِحَلاِطْصاِءلااا ِْفااََّمأاُهَبَسَتِْكااَمَوا  ّرَشاْنِماُءْرَمْلااِهْيِنَْيَاَمَلا  مْسِااًةَُغلاَُةياَِنْلْاا  لْعِِفلا مْس
َاغَْواا  لاَمَْواا  سْف َنايَلَعاَلْعِفْلااَعَقَوا ءاَوَسااًعْرَشا
 مَرَُمُ.َكِلَذاُر ْ ي 
“jina>yah menurut bahasa adalah nama dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang ia lakukan, dan menurut istilah ialah nama 
dari perbuatan yang diharamkan oleh syari’at baik perbuatan itu 
terhadap jiawa, atau harta atau hal yang lainnya”.22 
Adapun kata jina>yah dalam istilah ilmu fikih didefinisikan sebagai 
suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai 
jiwa, harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas fukaha 
menggunakan kata jina>yah  hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa 
atau anggota badan seseorang, seperti pembunuhan, penganiayaan, 
pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian fukaha yang 
membatasi pemakaian jina>yah kepada tindak pidana (jari>mah) h{udu>d dan 
qisas. Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata jina>yah 
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di kalangan fukaha, dapat di katakan bahwa kata jina>yah dalam istilah 
fikih adalah muradif (sinonim) dari kata jari>mah.23 
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. 
Syariat Islam di maksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi 
syariah, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hal baik yang 
ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban 
mematuhi perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk ke 
maslahatan dirinya dan orang lain.
24
  
1. Unsur-unsur jari>mah 
Ditinjau dari unsur unsur jari>mah atau tindak pidana rukun jari>mah 
dapat dikategorikan menjadi dua jenis, pertama unsur umum artinya unsur-
unsur yang harus umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada 
setiap jari>mah. Kedua unsur khusus yaitu unsur-unsur yang harus 
terpenuhi pada jari>mah tertentu. Objek utama kajian fiqih jina>yah dapat 
bedakan menjadi tiga bagian, yaitu.
25 
a. Al-ruknal-ayar’i atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan 
bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jari>mah jika ada 
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undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi 
kepada pelaku tindak pidana. 
b. Al-rukn al-madi atau unsur materiil ialah unsur yang menyatakan 
bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti 
melakukan sebuah jari>mah, baik yang bersifat positif (aktif dalam 
melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam 
melakukan sesuatu). 
c. Al-rukn al-adabi atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa 
seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah 
umur, atau sedang berada dibawah ancaman. 
Kedua unsur khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada 
peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada 
jenis jari>mah satu dengan jari>mah lainnya. Misalnya pada jari>mah 
pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda, dan unsur khusus 
yang terdapat dalam jari>mah pencurian tidak sama dengan jari>mah hirabah 
(perampokan), karena pelakunya harus mukallaf, membawa senjata jauh 
dari keramaian dan menggunakan senjata.
26
 
2. Macam-Macam jari>mah 
Selain unsur-unsur hukum pidana Islam yang di sebutkan, perlu di 
lihat bahwa hukum pidana Islam dapat di lihat dari segi berat atau 
ringannya hukuman, maka dapat di bedakan menjadi: 
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a. jari>mah h{udu>d  adalah jari>mah  yang diancam dengan hukuman had 
atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan menjadi hak Allah 
(hak masyarakat).
27
 Para ulama sepakat diantaranya ada: zina, 
menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-
minuman keras, dan murtad. Hukumannya berupa rajam, dera, potong 
tangan, penjara/ kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ 
deportasi, dan salib.
28 
b. jari>mah qisas dan diya>t  adalah jari>mah yang diancam dengan 
hukuman qisas atau diya>t. Baik hukuman qis{a>s{/ diya>t merupakan 
hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan 
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si wali dan korban), hukuman 
qis{a>s{ bisa berubah menjadi diya>t, hukuman diya>t menjadi dimaafkan 
apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk 
jari>mah qis{a>s{ diya>t ada: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi 
sengaja, pembunuhan keiru, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan 
tidak sengaja.
29 
c. jari>mah ta’zi>r  adalah memberi pelajaran, artinya suatu jari>mah 
pelaksanaan hukuman ta’zi>r, baik yang jenis laranganya ditentukan 
oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak 
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 Makhrus Munajat, Hukum Pidana …, hlm.12. 
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 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi 
Dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 71. 
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perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. 
Tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimaah 
ta’zi>r karena jari>mah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat 
serta kemaslahatannya dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan 
berkembang.
30 
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BAB III 
RESTORATIVE JUSTICE DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM 
A. Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
1. Pengertian Restorative justice 
Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses 
penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban keluarga mereka dan pihak 
lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari 
penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan 
menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.  
Ada dua fraksi yang dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) 
mengusulkan definisi keadilan restoratif ini, yakni fraksi partai Golkar (F-
PG) dan fraksi PKS F-PG mengusulkan agar definisi restoratif disini 
dilengkapi dengan unsur masyarakat, dimana atas tindakan pelaku anak, 
masyarakat merasa terluka, sehingga perlu di lakukan perbaikan dan untuk 
itu mekanisme rekonsiliasi antara pelaku anak, korban, dan masyarakat di 
perlukan. Dengan demikian, definisi keadilan restoratif berubah menjadi 
suatu penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan 
pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama 
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mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya 
dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.
1
  
Sementara itu F-PKS mengusulkan penambahan kata “perkara 
tindak pidana anak”, dan penghapusan kata “dalam suatu tindak pidana”, 
sehingga definisi keadilan restoratif menjadi suatu penyelesaian perkara 
tindak pidana anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga 
mereka dan pihak lain yang terkait, secara bersama-sama mencari 
penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 
pembalasan.  Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan 
untuk: 
a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 
b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; 
c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
e. Mewujudkan kesejahteraan anak; 
f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
h. Meningkatkan ketrampilan hidup anak. 
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 M Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan 
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Ide mengenai restorative justice masuk dalam pasal 5, bahwa 
Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 
restoratif (ayat(1)), yang meliputi (ayat(2)): 
1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan 
lain dalam Undang-Undang ini; 
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 
peradilan umum; dan 
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani 
pidana atau tindakan.
2
 
Menurut Dr. Mansyur, sistem hukum pidana Indonesia memasuki 
babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaruan yang 
ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum 
pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan 
maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana 
yang dikenal dengan istilah restoratif (restorative justice).
3
 
Pandangan selanjutnya dari Dr. Mansyur adalah bahwa salah satu 
bentuk mekanisme restorative justice tersebut adalah dialog yang di 
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3
 Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan 
Bermartabat), (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 44.  
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kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan 
“musyawarah atau mufakat”.  Tradisi dan mekanisme musyawarah 
mufakat sejak dahulu merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum 
yang hidup dalam masyarakat. Bahwa musyawarah dilakukan ketika anak 
melakukan suatu kejahatan dan tidak di lakukan  penghukuman sesuai 
dengan hukuman orang dewasa. Dikatakan Dr. Mansyur, bahwa 
penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai 
keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan 
permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah 
dihukum. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan 
permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-
pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara 
dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian 
perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan 
keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar 
mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem 
peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh 
hukumpun tercapai. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah 
peyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, 
dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang 
semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif 
keadilan restoratif.
4
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Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang 
mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban 
dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka 
pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran 
keadilan restoratif (restorative justice) menjadi salah satu upaya 
menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. 
Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan 
juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, 
perbuatan curang (penipuan) ringan) maupun anak-anak. Bahkan di 
beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat jga 
di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.  
Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku criminal 
dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan 
korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan 
dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda.
5
 
Restorative justice is a way of responding to criminal behavior by 
balancing the needs of the community, the victims and the offenders. It is 
an evolving concept that has given rise to different interpretation in 
different countries, one around which there is not always a perfect 
consensus.  
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 Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan 
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Pressindo, 2017), hlm. 30. 
50 
 
“Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal 
dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku. Ini 
adalah konsep yang berkembang dengan memunculkan interpretasi yang 
berbeda di berbagai negara, yang di sekitarnya tidak selalu ada konsensus 
yang sempurna.” 
Berkaitan dengan konsep keadilan restoratif dalam perkara pidana 
yang di lakukan oleh anak, menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 
12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Tahun 2012 
Nomor 153, TLN Nomor 5332), pengertian keadilan restoratif adalah 
penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama 
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali 
pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.  
Pengertian keadilan restoratif adalah a form of conflict resolution 
and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not 
condoned, at the same time as being supportive and respectful of the 
individual (suatu bentuk resolusi konflik dan berusaha menjelaskan kepada 
pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dimaafkan, pada saat yang sama 
bersifat mendukung dan menghormati individu). Pihak yang di harapkan 
memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku dan korban, serta pihak-
pihak yang terkait. Dalam konteks pemidanaan, pendekatan keadilan 
restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan. Keadilan 
restoratif dapat di terapkan pada seluruh proses penegakan hukum pidana, 
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tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyelidikan atau 
penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan 
restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya 
ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai 
kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan 
asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga 
filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat di katakan sebagai filsafat 
peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. 
Dengan demikian, dapat di artikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu 
rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk merestore 
(memulihkan kembali) kerugian yang di derita oleh korban kejahatan, 
masyarakat, dan para pihak terkait.
6
 
2. Prinsip dan Gagasan Restorative justice 
Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual restorative justice 
berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini: 
a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta 
kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau 
tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai 
stalkeholder yang bekerja bersama dan langsung berusaha 
menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. 
b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa 
atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian 
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terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak 
mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. 
c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai 
suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh 
seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok 
orang). Dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada 
pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan 
pertanggungjawaban hukum. 
d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan 
cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian 
dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.
7
  
Bagir Manan menyebutkan bahwa menurut kitayarah terdapat enam 
prinsip pokok sebagai kerangka kerja restorative justice, yaitu sebagai 
berikut. 
1. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam 
wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun 
terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata 
pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.  
2. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki 
kerusakan dan memulihkan hubungan baik terhadap individu maupun 
masyarakat ke keadaan semula. 
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3. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam 
proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog 
dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut 
restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa 
aman (rasa tentram), dan tumbunya harapan baru. 
4. Pelaku diberi kesempatan menerima tanggungjawab dan kewajiban 
terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat 
dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan 
korban, dan memahami dampak perbuatan.  
5. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus 
mengutarakan beberapa keperluan korban dan pelaku, termasuk 
pencegahan pelanggaran. 
6. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku 
terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan 
termasuk melakukan monitoring.
8
 
3. Model Penyelenggaraan Restorative justice  
a. Victim Offender Mediation (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) 
yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku 
dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan 
fasilitator dalam pertemuan tersebut.  
b. Conferencing yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun 
dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian 
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bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary 
victim), tetapi juga korban tidak langsung (secondary victim), seperti 
keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat 
pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena 
mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak 
langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki 
kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah 
serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan 
keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.  
c. Circles yaitu suatu model penerapan restorative justice yang 
pelibatannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk 
sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga 
atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa 
berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar dari 
bentuk penerapan pendekatan restorative justice tersebut pada 
dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model 
dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan 
mufakat. Dari nilai dasar inilah restorative justice sebagai 
implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia 
memiliki fondasi nilai yang kuat.
9
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4. Proses Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 
restoratif sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1.  
a. Restorative justice dalam Pasal 5 ayat 2 
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; 
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 
peradilan umum; dan 
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan 
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah 
menjalani pidana atau tindakan. 
Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditujukan kepada 
hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum, 
dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyidikan dan penuntutan 
anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yaitu penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh kepala kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan 
oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa 
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Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam 
melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib 
meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing 
kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. 
b. Restorative justice dalam Pasal 5 ayat 3 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
10
 
Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang mana hasil 
kesepakatan diversi dapat terbentuk antara lain : 
1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
2. Penyerahan kembali kepada kepada orang tua atau wali; 
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga 
pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
4. Pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk diversi; 
Maksud dari diversi tersebut, kemudian dijabarkan dalam Pasal 
6 UU No. 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa tujuan dari diversi 
adalah:  
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  
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d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 
Sebagai komponen atau substansi dari sistem peradilan pidana 
anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu Polri, Kejaksaan RI, dan 
pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai 
tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6. 
Jika salah satu dari aparatur penegak hukum dalam 
melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak 
sama dengan aparatur penegak yang lain, maka sistem peradilan 
pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU 
No. 11 Tahun 2012.
11
 
5. Pelaksanaan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia 
a. Masyarakat  
Masyarakat merupakan salah satu pilar yang paling penting 
dalam model keadilan restoratif. Peranan masyarakat sangat 
dibutuhkan sejak dari awal pemahaman konsep sampai pada 
pelaksanaan sistem peradilan itu sendiri. Peradilan restoratif akan 
gagal apabila masyarakat tidak paham dan siap dalam 
melaksanakannya. Public education atau pendidikan publik adalah hal 
pertama yang harus dilakukan dalam proses untuk mencapai keadilan 
restoratif. Pemahaman inti yang harus ditanamkan dalam kaitannya 
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dengan sitem peradilan pidana anak adalah anak bukanlah sebagai 
objek pemidanaan, pelampiasan, balas dendam, dan subjek yang harus 
dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan delinkuensinya. 
b. Kepolisian  
Model keadilan restoratif, polisi hanya sebatas bertindak 
sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan 
aturan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak, kemudian 
untuk selanjutnya diserahkan kepada para pihak yang terlibat untuk 
mencari solusi terbaik demi terciptanya proses perbaikan, pemulihan 
hubungan, reintegrasi, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan 
pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku serta penerimaan 
kembali masyarakat tanpa adanya labeling/stigma terhadap pelaku.
12
 
c. Kejaksaan  
Wewenang kejaksaan telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketika model keadilan 
restoratif belum diatur secara jelas dalam sistem peradilan pidana 
anak, peranan jaksa sangat aktif yaitu melakukan upaya penuntutan 
yang meliputi tindakan penuntut umum untuk menerima atau menolak 
berkas yang diserahkan dari penyidik dan untuk melimpahkan berkas 
perkara pidana ke pengadilan serta menjalankan eksekusi menurut 
cara yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 
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 Gilang Ramadhan Suharto, “Restorative justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Lex 
Crimen, 2015, hlm. 40. 
59 
 
d. Pengadilan  
Pemeriksaan di tingkat pengadilan merupakan tindak lanjut 
dari proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 43 ayat (1) UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meyebutkan 
bahwa, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak 
dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua 
Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Kaitannya dengan 
konsep keadilan restoratif, peranan hakim sangatlah terbatas jika 
dipandang dari kacamata keadilan restoratif murni, karena memang 
dalam keadilan restorative murni tidak dikenal yang namanya 
pengadilan. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif 
murni menyerahkan semuanya kepada pelaku, korban, keluarga 
korban/pelaku dan masyarakat yang terlibat dalam mengambil 
keputusan dengan cara musyawarah. Kalaupun ada peranan dari 
hakim hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator atau pengawas.
13
 
B. Restorative justice Dalam Hukum Pidana Islam 
Konsep restorative justice ini juga sudah ada dalam sistem 
pemidanaan pada masyarakat madani. Masyarakat Madani didasarkan pada 
konsep negara Kota Madinah pada tahun 622 Masehi yang dibangun oleh 
Nabi Muhammad SAW. Konsep masyarakat madani ini tertuang dalam 
piagam Madinah yang bernuansakan Islami, berisi wacana “kebebasan 
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beragama, persaudaraan antar umat beragama, perdamaian dan kedamaian, 
persatuan, etika politik, hak dan kewajiban warga negara, serta konsistensi 
penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.” Konsep masyarakat 
madani dalam piagam Madinah pada prinsipnya mengarah pada terciptanya 
masyarakat demokratis, dapat menghormati hak-hak azasi individu sesuai 
dengan rambu-rambu yang ditentukan oleh Al-Quran.
14
 
Dalam konsep Masyarakat Madani yang didasarkan pada nilai-nilai 
wahyu yang ada dalam Alqur‟an, maka mekanisme penyelesaian masalah 
yang terjadi antar individu lebih mengutamakan konsep persaudaraan di 
antara umat muslim. Konsep memaafkan lebih baik dari balas dendam, 
sebagaimana tercantum dalam al-Qur‟an surah An-Nisa ayat 149:15 
 ًاريِدَق ًاّوُفَع َناَك َّللّا َّنَِإف ٍءَوُس نَع ْاوُفْع َت ْوَأ ُهوُفُْتُ َْوأ ًاْيَْخ ْاوُدْب ُت نِإ-٩٤١ - 
Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau 
memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha 
Pemaaf, Maha Kuasa. 
 
Penyelesaian perkara pidana dalam konsep hukum pidana Islam 
sebagaimana diuraikan dalam al-Qur‟an seperti yang disebutkan di atas, 
mencerminkan bahwa sistem penyelesaian perkara dalam konsep masyarakat 
madani lebih mengedepankan aspek keadilan individu dan kemanfaatan. 
Konsep keadilan dimaknai sebagai sikap batin dan kepuasan rohani bagi 
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kedua pihak yang bersengketa sebagai tujuan dari kesepakatan. Konsep inilah 
yang kemudian diterapkan dalam konsep Restorative justice.
16
 
Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-
penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-
keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah 
pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, 
pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam. 
Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada 
jari>mah qis{a>s{- diya>t (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang 
mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang 
tidak bisa dilakukan upaya damai. Bahwa sebagaimana didalam surat Al-
Baqarah (2): 178-179:
17 
 َي اَهُّ َيأ  َنيِذَّلا  ْاوُنَمآ  َبِتُك  ُمُكْيَلَع  ُصاَصِقْلا  ِف ىَل ْ تَقْلا  ُُّرْلْا  ُِّرْلِْبِ  ُدْبَعْلاَو  ِدْبَعْلِبِ ىَثُنلأاَو ىَثُنلأِبِ  َف ْنَم 
 َيِفُع  ُوَل  ْنِم  ِويِخَأ   ءْيَش   عاَِّبتَاف  ِفوُرْعَمْلِبِ ءاََدأَو  ِوَْيلِإ  ٍناَسْحِِبِ  َكِلَذ   فيِفَْتُ ن ِّم  ْمُكِّبَّر   ةَْحَْرَو  ِنَمَف 
ىَدَتْعا  َدْع َب  َكِلَذ  ُوَل َف   باَذَع   مِيَلأ -٩٧١-  ْمُكَلَو  ِف  ِصاَصِقْلا   ةاَيَح  َْي  ِْلُوأ  ِباَبَْللأا  َل ْمُكَّلَع 
 َنوُقَّ ت َت -٩٧١- 
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Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qis{a>s berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat 
(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah 
keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
18 
 
Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang berkaitan dengan hukum 
qis{a>s- diya>t mengandung beberapa pemikiran: 
1. Qis{a>s{ merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif.  
2. Adanya hukum alternatif, yaitu qis{a>s{ diya>t, atau maaf. 
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum 
qis{a>s{ 
4. Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban 
atau wali dan pelaku).  
Dalam qis{a>s{ akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan 
aman. Qis{a>s{ juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak 
pidana pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.Qis{a>s{ juga menjadi 
pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana pembunuhan 
mengingat hukumannya yang berat. Merujuk pada pemikiran tersebut, jelas 
menunjukkan qis{a>s{ sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses 
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perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan 
dengan ide pokok keadilan restoratif.
19 
Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. 
Sebagaimana tercanum dalam A-Qur‟an Surah Al-Hujuraat ayat 9: 
نِإَو  ِناَتَِفئَاط  َنِم  َيِنِمْؤُمْلا اوُل َت َت ْقا اوُحِلْصََأف اَمُه َن ْ ي َب نَِإف  ْتَغ َب َاُهُاَدْحِإ ىَلَع ىَرْخُْلأا اوُِلتاَق َف 
 ِتَّلا يِغْب َت  َّتَّح  َءيَِفت  َلِإ  ِرَْمأ  َِّللّا نَِإف  ْتءَاف اوُحِلْصََأف اَمُه َن ْ ي َب  ِلْدَعْلِبِ اُوطِسَْقأَو  َّنِإ  ََّللّا  ُّبُِيُ 
 َيِطِسْقُمْلا -١ 
Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim 
terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat 
zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai 
orang-orang yang berlaku adil.
20
 
 
Perdamaian  tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun 
mengharamkan sesuatu yang halal. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks 
hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua 
belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya 
dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.
21
 
Al-istiadah (restorasi) sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen 
Day dalam artikelnya dalam keadilan restoratif (restorative) adalah sebuah 
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metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang 
bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak 
pidana tersebut dan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak 
baik korban maupun pelaku yang melibatkan masyarakat.
22
 
Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dan korban atau walinya 
merupakan salah satu sebab yang dapat membatalkan (menggugurkan) 
hukuman, tetapi pengaruhnya hanya terbatas pada tindak pidana qis{a>s{- diya>t 
karena perdamaian tidak berpengaruh pada selain kedua tindak pidana 
tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat diantara fukaha mengenai hukuman 
qis{a>s{ yang menjadi gugur karena perdamaian dengan mendapat ganti berupa 
diya>t, baik diya>t itu lebih banyak, lebih sedikit, maupun sebanding dengan 
diya>t biasa. Dasar adanya perdamaian dalam tindak pidana qis{a>s{- diya>t 
adalah hadist Amru Ibnu Syu‟aib yang meriwayatkan dari ayahnya dari 
kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
 “Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia diserahkan 
kepada keluarga korban. Jika menghendaki, mereka (keluarga terbunuh) bisa 
membunuhnya; jika menghendaki, mereka bisa mengambil diya>t; dan apa 
yang diperdamaikan maka menjadi milik mereka (wali korban).” 
 
Karena hak qis{a>s{ bukan hak kebendaan, perdamaian bisa didasarkan 
atas sejumlah harta yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalamnya 
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 naiamadrep itnaggnep ipatet abir kitarp ada helob kadit ,ini naiamadrep
 32.kaynab uata tikides helob )t>ayid( tubesret
 id arakrep naiaseleynep naknakenem tagnas malsI awhab nagnadnaP
 aynlasiM tsidah malad pesnok utas halas tapadret ,nalidarep emsinakem raul
  :nafaamep uata )naiamadrep( ḥālṣi pesnok
بُِّ ُمُمَّد صلى الله عليه وسلم َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َوِئَل؛ َأنَّ َأَبُِه َرِضَي الله َعْنُو ؛ َحدَّ ثَُو ؛ قَاَل: ِإّنّْ َلَقا ِعد  َمَع الن ّ
َتَل َأِخْي. ف ََقَل َرُسْوُل الله صلى الله عليه وسلم : ! َىَذا ق َ؛ِإْذَجاَءَرُجل  ي َُقْوُد آَخَر بِِنْسَعِة, ف ََقاَل :َيَرَسْوَل الله ِ
((َكْيَف ق َت َْلَتُو)). ((أَق َت َْلَتُو)). ف ََقاَل: ِإنَُو َلْولََْ ي َْعَتَِْف؛ أََقْمُت َعَلْيِو اْلَبيَنَة. قَاَل: ن ََعْم؛ ق َت َْلُتُو. قَاَل: 
, فََأْض ََبِنْ, َفَبَرب ُْتُو ِبِْلَفْأ ِ َعَلى ق َْرنِِو, ف ََقت َْلُتُو. قَاَل: ُكْنُت َأَنَ َوُىَو َنََْتِبُط ِمْن َشَجرَِة, َفَسبِن ْ
َشْيٍء ت َُؤ دْيِو َعْن ن َْفِسَك؟)). قَاَل: َما ِلْ َمال  ِإلاَّ ِكَساِئْي ف ََقاَل َلُو النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم: ((َىْل َلَك ِمْن 
َمى إِلَْيِو ُرْوَنَك؟)). قَاَل: َأَنَ أَْىَوُن َعَلى ق َْوِمْي ِمْن َذاَك. ف َر ََوفَْأِسْي. قَاَل: ((ف َت ََرى ق َْوَمَك َيْشت َ
 ((ِإْن بِِنْسَعِتِو, َوقَاَل: ((ُدْوَنَك َصا ِحَبَك)). فَاْنطََلَق بِِو الرَُّجُل, ف ََلمَّا َولَّ ؛ قَاَل َرُسْوُل الله صلى الله عليه وسلم
ف ََقاَل: َي َرُسْوَل الله! ِإنَُّو ب ََلَغِنْ أَنََّك ق ُْلَت: ((ِإن ق َت ََلُو؛ ف َُهَو ِمث ُْلُو)).  ف ََرَجَع,ق َت ََلُو؛ ف َُهَو ِمث ُْلُو)). 
بِِِثَِْْك َوِإثِْْ َصاِحِبَك؟)). قَاَل: َيَنبَِّ َوَأَخْذتُُو ِبَِْمرَِك؟! ف ََقاَل َرُسوُل الله صلى الله عليه وسلم: ((أََما تُرِْيُدَأْن ي َب ُْوَء 
  َعلَُّو قَاَل:) ب ََلى. قَاَل: ((فَِإنَّ َذاَك َكَذاَك)). قَاَل: ف ََرَمى بِِنْسَعِتِو, َوَخلَّى َسِبي ْ َلُو.الله! (ل َ
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Diriwayatkan dari Alqamah bin Wa‟il, bahwasannya ayahnya pernah 
memberitahu kepadanya. Kata ayahnya: ketika aku sedang duduk bersama Nabi 
SAW. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki datang menuntut seseorang yang diikat 
dengan tali. Dia mengatakan, “Ya Rasulullah! Orang ini telah membunuh saudara 
saya.” Rasulullah SAW. Bertanya, “apakah betul kau membunuhnya?” kata 
penuntut, “kalau dia tidak mengaku, saya mempunyai saksi (bukti). “tertunduh itu 
menjawab, “ya”Rasulullah SAW. Bertanya lagi, “Bagaimana kau 
membunuhnya?” Pembunuh itu menjawab, “ketika saya dan dia sedang memetik 
dedaunan dari sebatang pohon, dia mencaci saya sehingga membuat saya marah, 
lalu saya memukulnya dengan kapak pada kepalanya kemudian ia mati.” 
Rasulullah SAW. Bertanya kepada pembunuhnya itu, “Apakah kamu memiliki 
sesuatu untuk kau bayarkan sebagai tebusan dirimu?” Pembunuh itu menjawab, 
“saya tidak mempunyai harta kecuali pakaian yang saya pakai ini dan kapak ini.” 
Kata Rasulullah SAW., “coba cari keluargamu yang bisa membayar tebusan untuk 
membebaskanmu!” pembunuh itu menjawab, “salah lebih hina daripada kapak ini 
dimata keluarga saya.” Maka Rasulullah SAW. Menyerahkan tali yang menjerat 
pembunuh itu kepada keluarga korban.” Beliau bersabda, “Terserah mau kau 
apakan temanmu yang membunuh ini (kau hukum ataukah kau bebaskan).” Lalu 
keluarga korban membawa pembunuh itu. Ketika dia baru berpaling, Rasulullah 
SAW. Bersabda, “jika dia membunuh pembunuh itu maka dia sama dengannya.” 
Dia (keluarga korban) itu kembali lalu mengatakan, “Ya Rasulullah! Tadi saya 
dengan Anda bersabda: „jika dia membunuhnya, maka dia sama 
dengannya.‟Sekarang saya, serahkan persoalan ini kepada Anda.” Rasulullah 
SAW bertanya, “Tidakkah kau ini pembunuh ini memikul dosamu dan dosa 
saudaramu yang terbunuh?” Keluarga korban itu menjawab, “Tentu saya ingin, 
wahai Nabi!” Nabi SAW. Bersabda, “jika kau membebaskannya, maka dia 
memikul dosamu dan dosa saudaramu yang dia bunuh. “kata Alqamah: lalu 
keluarga korban tersebut melepas tali yang mengikat pembunuh itu dan 
membebaskannya.
24
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BAB IV 
ANALISIS PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UU NO. 
11 TAHUN 2012 DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Restorative justice dalam UU No. 11 Tahun 2012 
Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan 
kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan 
korban atau masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi 
serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.
1
 
Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1997 diperbarui melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai 
upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 
Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan 
restorative justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur 
mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi 
(penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.
2
 
Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 7 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa 
diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam penjelasan umum UU No. 
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11 Tahun 2012 disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam UU 
No. 11 Tahun 2012 adalah pegaturan secara tegas mengenai diversi dan 
keadilan restoratif.
3
 
Restorative justice diimplementasikan ke dalam UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung 
tinggi harkat dan martabat anak.
4
 Secara formal didalam UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan 
restoratif (Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo ayat (3)).  
Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan 
restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait 
untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
5
 
Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 
2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan 
pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakan frasa “sistem peradilan 
pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem 
peradilan pidana anak tidak hanya ditunjukan kepada hakim saja, tetapi juga 
                                                          
       
3
 R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 
48. 
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 Reyner Timothy Danielt, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak 
Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur”,  Lex et Societatis, Vol. II Nomor. 6, 2012, hlm. 16. 
       
5
 R Wiyono, Sistem Peradilan Pidana …, hlm. 40. 
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ditunjukan kepada penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan 
sebagai suatu sistem.
6
  
Bagir Manan mengungkapkan bahwa restorative justice adalah cara 
menyelesaikan perbuatan pidana diluar proses peradilan atau sekurang-
kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
7
 Dari apa 
yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya 
beberapa hal sebagai berikut. 
a. Restorative justice tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan 
“keadilan restoratif” atau “pengadilan restoratif”. 
b. Restorative justice bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti ajaran 
keadilan 
c. Restorative justice merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud 
menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan 
berimbang. 
d. Restorative justice merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan 
(tindak) pidana diluar proses peradilan atau sekurang tidak sepenuhnya 
mengikuti acara peradilan pidana.  
e. Restorative justice tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana 
(formal dan material) tetapi juga harus diamati dari kriminologi dan sistem 
pemasyarakatan.  
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7
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Menurut Jeff Christian restorative justice adalah sebuah penanganan 
tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi 
juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat 
lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya.  
Sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin 
keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan 
bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong 
kedepan konsep”restorative justice”.8 
Menurut Howard Zehr Filosofi keadilan restorative bertumpu pada 
lima asas, yaitu: (a) keadilan yang berfokus pada bahaya dari pelanggaran dan 
konsekuensinya terhadap kebutuhan korban, masyarakat, dan pelanggar; (b) 
kewajiban pelaku dan masyarakat untuk mengatasi bahaya yang diakibatkan 
oleh pelanggaran; (c) keharusan penggunaan proses yang kolabortif dan 
inklusif; (d) pihak yang memiliki peran dan kewenangan penting dalam 
masyarakat harus dilibatkan, termasuk korban, pelanggar, anggota 
masyarakat; dan (e) berusaha untuk memperbaiki kesalahan.
9
 
Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang 
merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan 
kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan 
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 Hartono Bambang, “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks 
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9
 Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan 
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dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada 
saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir 
yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak 
hukum.  
Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses 
dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian 
terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan 
korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, 
mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan 
dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku 
diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya 
dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang 
dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat 
dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan 
memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice 
dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.
10
 
Bagir Maman mengemukakan bahwa secara konseptual restorative 
justice berisi gagasan dan prinsip antara lain berikut ini. 
a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok 
masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. 
Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai stakeholder yang 
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 Pradityo Randy,  “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”,  Jurnal 
Hukum dan Peradilan, Vol. 5 Nomor. 3, 2016, hlm. 325. 
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bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang 
dipandang adil bagi semua pihak. 
b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau 
tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap 
korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi 
lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.  
c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu 
bentuk pelanggaran hukum melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang 
(sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Dengan 
demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban 
terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. 
d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan 
cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal. 
Berdasarkan data yang tersaji dalam bab 3 dan setelah dianalisis, penulis 
memperoleh temuan bahwa restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak sebagai berikut:  
1. Restorative justice dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan penyidikan, 
penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana. 
a. Penyidikan  
penyidikan terhadap anak dibawah umur yang tersangkut atau yang 
terlibat sebagai pelaku tindak pidana dalam bertindak harus 
profesional dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang telah 
dibuat oleh pemerintah. Dalam rangka melakukan penyidikan anak 
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sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu 
mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan 
penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap 
suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. 
Secara garis besar tugas-tugas penyidik ini terdiri dari tugas 
menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam 
melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan 
seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang 
ditentukan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan 
pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan hak-hak 
asasi anak. Adapun substansi yang diatur dalam UU Sistem Peradilan 
Pidana Anak (SPPA) antara lain mengenai penempatan anak yang 
menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam 
Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai 
Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari 
dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat 
menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan 
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sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian 
Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11
 
b. Penuntutan  
Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum 
yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain 
yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Tugas penuntutan dilaksanakan oleh 
penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana 
yang dilakukan oleh orang dewasa.  
Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah menerima berkas perkara anak, diversi dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari, maka dengan pertimbangan balai 
pemasyarakatan akan menentukan apakah anak nakal tersebut 
dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada 
tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal 
tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang 
terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal 
yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan 
untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim.
12
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 Made, Haribawa dkk, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur 
(Studi Kasus Di Polsek Kuta)”,  
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35288/21305, diunduh tanggal 21 juni 
2019, hlm. 7.  
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 Robert Andriano Piodo, “Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak Di Indonesia”, Lex Crimen, 2014, hlm. 8.  
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c. Persidangan Anak  
Bahwa dalam persidangan anak dilakukan secara tertutup. Hakim 
yang bertugas untuk mengadili anak tersebut tidak memakai atribut. 
Anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh penasehat 
anak dan wali atau orang tua. Persidangan bersifat santai yang tidak 
menimbulkan anak menjadi ketakutan atau merasa tidak nyaman 
dalam melakukan persidangan.  
d. Pelaksanaan Pidana  
Bahwa dalam pelaksanaan pidana terdapat tindakan pembinaan, 
pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses 
pelaksanaan pidana. Maksud dilakukan pembinaan tersebut yaitu 
kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang 
Maha Esa, intelektual, sikap dari perilaku, pelatihan ketrampilan, 
profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam 
maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan yaitu 
pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada 
Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dari perilaku, pelatihan 
ketrampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien 
pemasyarakatan dan pengawasan yaitu pelaksanaan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dibebankan 
kepada Ketua Pengadilan, maka pengawasan atau proses diversi dan 
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pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung 
pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.
13
 
2. Kewajiban Dilakukan Diversi 
Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat dilaksanakan melalui cara 
diversi. Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberikan 
tafsiran pada Pasal 1 angka 7 bahwa diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. Melalui diversi diharapkan dapat memperkecil dampak 
buruk yang bisa dialami anak karena berhadapan dengan proses hukum. 
Kewajiban dilakukan diversi dikarenakan tujuan diversi tersebut dapat 
mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan 
diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.  
Adapun tujuan dari diversi adalah : 
a. Untuk menghindar anak dari penahanan; 
b. Untuk menghindari anak dari cap/label sebagai penjahat; 
c. Untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak; 
d. Agar anak bertanggungjawab atas perbuatannya; 
e. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.14 
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3. Melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.  
Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak 
yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi 
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala 
sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan pelaku, korban dan 
masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan 
menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.  
Peran korban, pelaku dan masyarakat antara lain sebagai berikut : 
a. Pelaku 
Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atau peristiwa 
atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian 
terhadap korban dan membangun tanggung jawab untuk tidak 
mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Pelaku 
diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap 
korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam 
bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, 
memahami dampak perbuatan.  
b. Korban  
Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam 
proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog 
dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut 
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restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa 
aman (rasa tentram), dan tumbuhnya harapan baru.
15
 
c. Masyarakat 
Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus 
mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk 
pencegahan pelanggaran. Masyarakat dapat berperan serta dalam 
perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi 
sosial anak dengan cara:  
1) Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada 
pihak yang berwenang; 
2) Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan anak;  
3) Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;  
4) Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui Diversi 
dan pendekatan keadilan restoratif;  
5) Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak 
korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;  
6) Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum 
dalam penanganan perkara anak; atau 
7) Melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.
16
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4. Hasil kesepakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 11)  
Dalam pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa hasil 
kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain: 
a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
b. Penyerahan kembali kepada kedua orang tua atau wali; 
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan 
atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau 
d. Pelayanan masyarakat. 
Dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 
2012, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi 
selain daripada hasil kesepakatan diversi seperti yang telah disebutkan 
dalam Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012.
17
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Restorative Justice dalam 
Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012).  
Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, 
perkara ligitasi dan non ligitasi. Paradigma ligitasi adalah suatu pandangan 
dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk 
menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma 
non ligitasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak 
selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah 
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bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan 
perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara 
terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan restorative justice.  
Penyelesaian perkara dalam non legitasi tersebut dapat dilakukan atas 
dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan 
pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua 
atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-
baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab 
bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut 
diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan 
harmoni dalam masyarakat.
18
  
Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan 
dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap 
individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan 
restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. 
Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari 
ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku 
keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. 
Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam 
penyelesaian kasus pidana. 
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Dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang mengatur tentang restorative justice, berikut rumusan 
lengkapnya:  
“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang 
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 
pembalasan.”  
Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang 
merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan 
kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan 
dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada 
saat ini. Selain itu, restorative justice dapat dijadikan suatu kerangka berpikir 
yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak 
hukum. 
Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses 
dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian 
terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan 
korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, 
mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan 
dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku 
diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya 
dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang 
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dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat 
dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan 
memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice 
dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi.
19
 
Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah 
penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara 
tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Hal-hal yang menjadi 
kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah 
lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau 
perkara kepengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk 
mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan 
secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara.  
Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang 
kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian 
tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, 
penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara 
pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai 
dalam pendekatan restorative justice. 
Pelaksanan restorative justice terlihat secara kental dalam 
pemberlakuan qis{a>s{ dan diya>t. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksaan 
qis{a>s{ adalah proses penuntutan hukum qis{a>s{ masih menjadi hak keluarga 
korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqoha 
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menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara 
perdata. Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua 
belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewewenangan 
memutuskan hukuman qis{a>s{ berada ditangan hakim. 
Penegakan hukum qis{a>s{ tidak melupakan prosedur atau tata cara 
penetapan hukum. Disamping itu, hukuman qis{a>s{ ini dapat gugur apabila 
pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian  
antara pelaku dengan keluarga korban.  
Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qis{a>s{ 
diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam. 
Ulama mengimplementasikan aturan qis{a>s{ yang tercantum dalam al-Qur'an 
dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam 
menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, 
namun rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh 
masyarakat maupun negara. Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut 
menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak 
usang seiring perkembangan zaman.
20
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Dasar penetapan hukum qis{a>s{ sebenarnya telah di eksplisitkan dalam 
al-Qur’an surat al-Baqarah :179, yang berbunyi:21 
 َنوُقَّ ت َت ْمُكَّلَعَل ِباَبَْللأا ْلُِوأ َْيَ ٌةاَيَح ِصاَصِقْلا فِ ْمُكَلَو-٩٧١- 
“Dan dalam qis{a>s{ itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.” 
 
Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qis{a>s{ adalah 
untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Diterapkannya hukuman qis{a>s{ 
tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. 
Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qis{a>s{, 
karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong 
mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak 
langsung dikenai hukuman qis{a>s{, melainkan hal pertama yang disarankan 
Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya. Filosofis 
pemberlakuan qis{a>s{ sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif 
yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku 
masyarakat pada umumnya. Posisi hukum qis{a>s{ tersebut adalah hukuman 
maksimal, artinya qis{a>s{ tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai 
alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qis{a>s{ juga tergambar dalam 
asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan 
berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang 
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serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan 
hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana 
dalam masa jahiliyah.
22 
Dengan demikian, seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama 
dengan cara yang sama. Islam tidak melihat konsep tersebut dalam tataran 
yang lebih rigit. Islam melihat dalam tataran yang lebih elastis. Adil bukan 
harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus juga melihat 
konteks. Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, 
moralitas, individualitas dan sosial. 
Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh 
Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai 
salah satu jenis tindak pidana h{udu>d, pencurian merupakan hak Allah, yang 
berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. 
Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri udzq (kurma) 
dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu. Kisah Umar 
tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai legal 
justice semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, 
keadilan di masyarakatan dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan 
kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks 
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hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan 
diversi.
23 
Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. 
Sebagaimana tercantum dalam A-Qur’an Surah Al-Hujuraat ayat 9:24 
نِإَو  ِناَتَِفئَاط  َنِم  َيِنِمْؤُمْلا اوُل َت َت ْقا اوُحِلْصََأف اَمُه َن ْ ي َب نَِإف  ْتَغ َب َاُهُاَدْحِإ ىَلَع ىَرْخُْلأا اوُِلتاَق َف 
 ِتَّلا يِغْب َت  َّتَّح  َءيَِفت  َلِإ  ِرَْمأ  َِّللّا نَِإف  ْتءَاف اوُحِلْصََأف اَمُه َن ْ ي َب  ِلْدَعْلِبِ اُوطِسَْقأَو  َّنِإ  ََّللّا   بُِيُ 
 َيِطِسْقُمْلا -١- 
Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, 
maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang 
berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika 
golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah 
antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah Mencintai 
orang-orang yang berlaku adil. 
 
Perdamaian  tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun 
mengharamkan sesuatu yang halal. Perdamaian untuk mewujudkan hasil yang 
terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat untuk tetap menjalin silaturahmi 
terhadap sesama. Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, 
selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, 
berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan 
keadilan, perdamaian dapat diberlakukan. Dalam Islam pemberlakuan 
                                                          
       
23
 Ifa Latifa Fitriani, “Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan 
Hukum”, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, (Yogyakarta), 2012, hlm. 225. 
       
24
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an …,Q.S. Al-Hujurat 49:9. 
87 
 
 
 
tersebut harus tetap diterapkan dan dilaksanakan demi terwujudnya kebaikan 
bersama dan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Di dalam Islam tidak 
mengenal adanya permusuhan, maka dari itu terwujudnya keadilan restoratif 
yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-
undang yang ada.
25
 
Penulis temukan bahwa restorative justice dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak sesuai dengan hukum pidana islam dalam hal pemaaf. Konsep 
pemaafan inilah yang menjadi acuan dalam menyelesaian perkara yang 
dilakukan oleh anak. 
Konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam terdapat pada surat Al-
Baqarah (2): 178-179:
26
 
 َيَ اَه  َيأ  َنيِذَّلا  ْاوُنَمآ  َبِتُك  ُمُكْيَلَع  ُصاَصِقْلا  فِ ىَلْ تَقْلا   ُرْلْا  ُِّرْلِْبِ  ُدْبَعْلاَو  ِدْبَعْلِبِ ىَثُنلأاَو ىَثُنلأِبِ 
 ْنَمَف  َيِفُع  ُهَل  ْنِم  ِهيِخَأ  ٌءْيَش  ٌعاَِّبتَاف  ِفوُرْعَمْلِبِ ءاََدأَو  ِهَْيِلإ   ناَسْحِِبِ  َكِلَذ  ٌفيِفَْتَ  ِّمن  ْمُكِّبَّر 
 ٌةَْحَْرَو  ِنَمَف ىَدَتْعا  َدْع َب  َكِلَذ  ُهَل َف  ٌباَذَع  ٌمِيَلأ -٩٧١-  ْمُكَلَو  فِ  ِصاَصِقْلا  ٌةاَيَح  َْيَ  ْلُِوأ 
 ِباَبَْللأا  ْمُكَّلَعَل  َنوُقَّ ت َت -٩٧١- 
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu 
(melaksanakan) qis{a>s berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, 
perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari 
saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat 
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(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah 
keringanan dan rahmat dari Tuhan-mu. Barangsiapa melampaui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
27 
Dari ayat tersebut bisa diambil inti sari yaitu islam tidak menyukai 
pembalasan, melainkan dengan menyelesaikan permasalahan secara damai 
dengan melakukan konsep pemaafan antara kedua belah pihak, baik korban 
maupun pelaku. Tujuan dari konsep pemaafan dalam islam sejalan dengan 
Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak melakukan penyelesaian didalam 
pengadilan melainkan diluar pengadilan yang melibatkan korban, pelaku dan 
masyarakat. Konsep pemaafan dilakukan sesuai kebijakan peraturan dalam 
hukum islam maupun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) lebih 
mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi” dan 
konsep  rekonsiliasi dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan 
masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara 
pidana. Pada intinya dari sini bisa dilihat antara keduanya baik restorative 
justice dalam hukum pidana islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak 
menggunakan konsep pemaafan baik di Islam terpacu dalam surat Al-Baqarah 
(2): 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Pasal 1 
angka 6 yang berbunyi: keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara 
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dari pihak 
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 
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menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan 
pembalasan.  
Dari pasal tersebut yang dimaksud frasa bukan pembalasan yaitu 
bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara dilakukan 
secara damai dengan menerapkan konsep pemaafan kepada pelaku. 
Pendekatan restorative justice dimana seorang anak berhak mendapatkan 
perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
Penjelasan umum didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak mengenai restorative justice disebutkan: Keadilan restoratif 
merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam 
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta 
menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih 
baik dengan melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam mencari solusi 
untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak 
berdasarkan pembalasan. 
Penulis memperoleh temuan bahwa restorative justice dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak sebagai berikut:  
a. Restorative justice dilakukan disetiap tingkat pemeriksaan penyidikan, 
penuntutan, persidangan dan pelaksanaan pidana.. 
b. Kewajiban Dilakukan Diversi 
c. Melibatkan korban, pelaku dan masyarakat.  
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d. Hasil kesepakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada 
Pasal 11.  
2. Tinjauan hukum pidana Islam mengenai restorative justice dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) 
Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang 
kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan 
pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga 
pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang 
antara pelaku, korban dan masyarakat. Cita-cita yang hendak dicapai dalam 
pendekatan restorative justice.  
Restorative justice yang terdapat dalam hukum pidana Islam terlihat 
dalam pemberlakuan sanksi untuk jari>mah qis{a>s{ dan diya>t. Pemaafan yang 
diberikan oleh korban atau keluarganya dapat menggugurkan hukuman 
qis{a>s{. Melalui konsep diya>t, ganti rugi terhadap akibat kejahatan dapat 
dirasakan langsung oleh korban atau keluarganya. Proses perdamaian yang 
dilakukan dalam penyelesaian perkara telah memberikan porsi yang adil 
dengan mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. 
Bahwa restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 
sesuai dengan yang berada dalam hukum pidana Islam yaitu menggunakan 
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konsep pemaafan sebagaimana dalam Islam dijelaskan dalam surat Al-
Baqarah (2): 178-179 dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai 
dengan Pasal 1 angka 6. Bahwa dalam konsep pemaafan tujuannnya yaitu 
mementingkan kondisi anak selama dalam menjalankan proses perkara. 
Konsep tersebut agar tidak menganggu psikis anak yang menimbulkan anak 
menjadi trauma dalam hidup. Sejalan dengan adanya konsep pemaafan 
dalam hukum pidana Islam dan Sistem Peradilan Pidana Anak sangat 
membantu dalam menangani anak yang bermasalah dalam hukum.  
B. Saran 
Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka saran-saran dari penyusun 
yang bisa diberikan kepada para pembaca baik dari golongan masyarakat sipil 
ataupun pihak pemerintah adalah sebagai berikut : 
1. Untuk pemerintah dan aparat hukum sebaiknya menegakkan jabatan dan 
kekuasaan sehingga tercapai cita hukum Indonesia yang menjunjung 
martabat dan kemuliaan insan manusia.  
2. Untuk masyarakat khususnya orang tua mampu melakukan upaya-upaya 
pencegahan dengan kembali menggiatkan ajaran agama, akhlak dan moral 
disekolah-sekolah sebagai benteng diri setiap anak serta memperhatikan 
setiap pergaulan para anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang 
negatif.  
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3. Untuk akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan 
teori yang relevan saat ini dengan kasus dan gejala sosial dalam masyarakat 
dengan adanya solusi dan alternatif penanganan dan penerapan dalam 
keadilan restoratif di Indonesia. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat 
sebagai manusia seutuhnya;
b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama 
perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the 
Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk 
memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan 
perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-
undang baru;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 
perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
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dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan 
dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 
(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, 
dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil 
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.
13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian 
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar 
proses peradilan pidana.
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14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, 
yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang 
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk 
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk 
melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik 
di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial 
Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh 
Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang 
tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampinginya selama proses peradilan 
pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di 
dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak 
menjalani masa pidananya.
21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi 
Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau 
tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan 
pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan 
yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 
pendampingan.
Pasal 2
Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
a. perlindungan;
b. keadilan;
c. non diskriminasi;
d. kepentingan terbaik bagi Anak;
e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
h. proporsional;
i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
j. penghindaran pembalasan.
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Pasal 3
Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. dipisahkan dari orang dewasa;
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. melakukan kegiatan rekreasional;
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta 
merendahkan derajat dan martabatnya;
f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling 
singkat;
h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang 
tertutup untuk umum;
i. tidak dipublikasikan identitasnya;
j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
k. memperoleh advokasi sosial;
l. memperoleh kehidupan pribadi;
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. memperoleh pendidikan;
o. memperoleh pelayananan kesehatan; dan
p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
a. mendapat pengurangan masa pidana;
b. memperoleh asimilasi;
c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. memperoleh pembebasan bersyarat;
e. memperoleh cuti menjelang bebas;
f. memperoleh cuti bersyarat; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
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(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan 
pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib 
diupayakan Diversi.
BAB II
DIVERSI
Pasal 6
Diversi bertujuan:
a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Pasal 7
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib 
diupayakan Diversi.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Pasal 8
(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban 
dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif.
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
a. kepentingan korban;
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
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c. penghindaran stigma negatif;
d. penghindaran pembalasan;
e. keharmonisan masyarakat; dan
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal 9
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
a. kategori tindak pidana;
b. umur Anak;
c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta 
kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
b. tindak pidana ringan;
c. tindak pidana tanpa korban; atau
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.
Pasal 10
(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, 
tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi 
setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku 
dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi 
Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
b. rehabilitasi medis dan psikososial;
c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 
(tiga) bulan; atau
e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Pasal 11
Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) 
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bulan; atau
d. pelayanan masyarakat.
Pasal 12
(1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan 
Diversi.
(2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung 
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan 
daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh 
penetapan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari 
terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, 
Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
(5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan 
penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.
Pasal 13
Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:
a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.
Pasal 14
(1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan 
langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
(2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing 
Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
(3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing 
Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).
(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan 
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.
Pasal 15
Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III
ACARA PERADILAN PIDANA ANAK
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Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16
Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 17
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa 
karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat.
(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa 
pemberatan.
Pasal 18
Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja 
Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau 
pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan 
suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Pasal 19
(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak 
ataupun elektronik.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak 
Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak 
Korban, dan/atau Anak Saksi.
Pasal 20
Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke 
sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.
Pasal 21
(1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi 
pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat 
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
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(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu 
paling lama 3 (tiga) hari.
(3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan 
pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan 
dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
(5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan 
laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
Pasal 22
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai 
toga atau atribut kedinasan.
Pasal 23
(1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua 
dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
(3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.
Pasal 24
Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional 
Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia 
diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Pasal 25
(1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani 
perkara Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Penyidikan
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Pasal 26
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia.
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa.
Pasal 27
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran 
dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, 
psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan 
tenaga ahli lainnya.
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta 
laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan.
Pasal 28
Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 
(tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.
Pasal 29
(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari 
setelah dimulainya Diversi.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi 
beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut 
Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Bagian Ketiga
Penangkapan dan Penahanan
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Pasal 30
(1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) 
jam.
(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di 
LPKS.
(4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya.
(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 31
(1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua 
puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.
Pasal 32
(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali 
dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang 
bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat 
perintah penahanan.
(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.
Pasal 33
(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 
7 (tujuh) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat 
diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan 
demi hukum.
(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.
(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.
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Pasal 34
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan 
penahanan paling lama 5 (lima) hari.
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat 
diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan 
demi hukum.
Pasal 35
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat 
melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh 
ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum 
memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pasal 36
Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 
(dua) hari.
Pasal 37
(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat 
melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang 
oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim 
Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pasal 38
(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi 
dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang 
oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim 
Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.
Pasal 39
Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 
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35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera 
mengeluarkan Anak demi hukum.
Pasal 40
(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang 
tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan 
atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.
Bagian Keempat
Penuntutan
Pasal 41
(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Pasal 42
(1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara 
dari Penyidik.
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara 
Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan 
perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
Bagian Kelima
Hakim Pengadilan Anak
Paragraf 1
Hakim Tingkat Pertama
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Pasal 43
(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah 
Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi 
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.
Pasal 44
(1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.
Paragraf 2
Hakim Banding
Pasal 45
Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi 
yang bersangkutan.
Pasal 46
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 
(2).
Pasal 47
(1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.
(2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera 
pengganti.
Paragraf 3
Hakim Kasasi
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Pasal 48
Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
Pasal 49
Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
Pasal 50
(1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.
(2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal 
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera 
pengganti.
Paragraf 4
Peninjauan Kembali
Pasal 51
Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat 
dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Pasal 52
(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling 
lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan 
negeri sebagai Hakim.
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi 
beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
Pasal 53
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(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
(3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.
Pasal 54
Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan 
putusan.
Pasal 55
(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi 
bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi 
Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal 
demi hukum.
Pasal 56
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk 
beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 57
(1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan 
laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, 
kecuali Hakim berpendapat lain.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
d. hal lain yang dianggap perlu;
e. berita acara Diversi; dan
f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 58
(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa 
keluar ruang sidang.
(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang 
tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
(3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan 
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sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar 
keterangannya:
a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum 
dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi 
oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
Pasal 59
Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak 
Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.
Pasal 60
(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau 
pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
(2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang 
perkara yang bersangkutan.
(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan 
sebelum menjatuhkan putusan perkara.
(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.
Pasal 61
(1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak 
dihadiri oleh Anak.
(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
Pasal 62
(1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat 
atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
(2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada 
Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut 
Umum.
BAB IV
PETUGAS KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
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Umum
Pasal 63
Petugas kemasyarakatan terdiri atas:
a. Pembimbing Kemasyarakatan;
b. Pekerja Sosial Profesional; dan
c. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
Bagian Kedua
Pembimbing Kemasyarakatan
Pasal 64
(1) Penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
(2) Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah 
berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
1) sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) 
tahun; atau
2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 
(tiga) tahun.
b. sehat jasmani dan rohani;
c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;
d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan 
pemasyarakatan serta perlindungan anak; dan
e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.
(3) Dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA 
atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan 
lembaga pemasyarakatan.
Pasal 65
Pembimbing Kemasyarakatan bertugas:
a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, 
pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, 
termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan 
dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
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c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas 
pemasyarakatan lainnya;
d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
Bagian Ketiga
Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Pasal 66
Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau 
kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial;
c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, 
membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan 
perlindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan 
sosial.
Pasal 67
Syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:
a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana 
non pekerja sosial atau kesejahteraan sosial;
b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;
c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial; dan
d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, 
membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan 
pelindungan terhadap Anak.
Pasal 68
(1) Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:
a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial 
dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
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d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil 
bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 
pidana atau tindakan;
f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial 
Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; 
dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan 
sosialnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pekerja Sosial Profesional dan 
Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.
BAB V
PIDANA DAN TINDAKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang 
ini.
(2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
Pasal 70
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi 
kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan 
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Bagian Kedua
Pidana
Pasal 71
(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1) pembinaan di luar lembaga;
2) pelayanan masyarakat; atau
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3) pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
(2) Pidana tambahan terdiri atas:
a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. pemenuhan kewajiban adat.
(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti 
dengan pelatihan kerja.
(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 72
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
Pasal 73
(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 
2 (dua) tahun.
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
selama menjalani masa pidana dengan syarat.
(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal 
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) 
tahun.
(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan 
Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah 
ditetapkan.
(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus 
mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
Pasal 74
Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
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Pasal 75
(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), 
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan 
yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
Pasal 76
(1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan 
meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
(2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan 
masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk 
memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang 
dikenakan terhadapnya.
(3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 
(seratus dua puluh) jam.
Pasal 77
(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) 
huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di 
bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 78
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga 
yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan 
paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 79
(1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak 
pidana yang disertai dengan kekerasan.
(2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari 
maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
(3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
(4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini.
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Pasal 80
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak 
membahayakan masyarakat.
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang 
dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Pasal 81
(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan 
masyarakat.
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik 
berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun.
Bagian Ketiga
Tindakan
Pasal 82
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau 
badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 
23 / 52
www.hukumonline.com
(satu) tahun.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, 
kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.
Pasal 83
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan 
memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.
BAB VI
PELAYANAN, PERAWATAN, PENDIDIKAN, PEMBINAAN ANAK, DAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK
Pasal 84
(1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan 
pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan 
penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4).
Pasal 85
(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, 
pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan 
penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4).
Pasal 86
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(1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
(2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, 
Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan 
pembinaan Anak.
(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan 
rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
Pasal 87
(1) Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas.
(2) Klien Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan 
pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak 
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta 
pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 88
Pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas, LPAS, dan LPKA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
BAB VII
ANAK KORBAN DAN ANAK SAKSI
Pasal 89
Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
Pasal 90
(1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:
a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 91
25 / 52
www.hukumonline.com
(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau 
Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke 
instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari 
Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang 
menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.
(3) Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari 
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi 
berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi 
yang menangani perlindungan anak.
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari 
lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 92
(1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait 
secara terpadu.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua 
puluh) jam.
(3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 93
Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi 
sosial Anak dengan cara:
a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;
d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui 
organisasi kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
26 / 52
www.hukumonline.com
g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
Anak.
BAB X
KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 94
(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas 
sektoral dengan lembaga terkait.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan 
kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi 
sosial.
(3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh 
kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 95
Pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat 
(2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 
ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 96
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling 
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 97
Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Pasal 98
Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 99
Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 100
Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), 
Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 101
Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 102
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perkara anak yang:
a. masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, 
tetapi belum disidang harus dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang ini; dan
b. sedang dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang 
diatur dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak.
Pasal 103
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di 
lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
a. orang tua/Wali;
b. LPKS/keagamaan; atau
c. kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Pasal 104
Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan 
Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 105
(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang ini:
a. setiap kantor kepolisian wajib memiliki Penyidik;
b. setiap kejaksaan wajib memiliki Penuntut Umum;
c. setiap pengadilan wajib memiliki Hakim;
d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun 
Bapas di kabupaten/kota;
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun 
LPKA dan LPAS di provinsi; dan
f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun 
LPKS.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan kantor Bapas dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dan huruf f dikecualikan dalam hal letak provinsi dan kabupaten/kota berdekatan.
(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tidak memiliki 
lahan untuk membangun kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, pemerintah 
daerah setempat menyiapkan lahan yang dibutuhkan.
Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3668), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 107
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang 
ini diberlakukan.
Pasal 108
Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Juli 2012
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
I. UMUM
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan 
sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang 
serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak 
patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari 
ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti 
dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus 
globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang 
mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, 
disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif 
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.
Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on 
the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child 
(Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan 
mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang 
masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan 
perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Selain itu, 
Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum 
secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. 
Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan 
dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga 
negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta 
memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud 
peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan 
peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
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dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, mengenai penempatan Anak yang 
menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi 
yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan 
Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan 
sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan 
Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran 
serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya 
Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses 
Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi 
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik 
dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, 
dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.
Dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak 
Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap 
Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 
(dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang 
berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan 
peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 
dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, 
para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur 
pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses 
penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan ”perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari 
tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan 
rasa keadilan bagi Anak.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”non diskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada 
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suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan 
kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
Huruf d
Yang dimaksud dengan ”kepentingan terbaik bagi Anak” adalah segala pengambilan keputusan harus 
selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak Anak 
untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika 
menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling 
mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta 
kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
Yang dimaksud dengan ”pembimbingan” adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, 
profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan 
batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya 
Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan 
dalam proses peradilan pidana.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebutuhan sesuai dengan umurnya” meliputi melakukan ibadah sesuai dengan 
agama atau kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga dan/atau pendamping, mendapat 
perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan 
dan makanan yang layak, mendapat bahan bacaan, menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran 
media massa.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “rekreasional” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan 
Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan 
keterampilan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “merendahkan derajat dan martabatnya” misalnya Anak disuruh membuka baju 
dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta 
Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak 
diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika anak ditahan 
atau ditempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa selimut atau bantal, pakaian sendiri, dan 
diberikan tempat tidur yang terpisah.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Hukum 
Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 4
Ayat (1)
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Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang 
Pemasyarakatan.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana.
Huruf b
Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 
Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan 
melalui Diversi.
Pasal 8
Ayat (1)
Orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses Diversi dalam hal korban adalah anak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas 
Diversi.
Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya 
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pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 
(tujuh) tahun.
Huruf b
Umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian Diversi dan 
semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas Diversi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan mengenai “Persetujuan keluarga Anak Korban” dimaksudkan dalam hal korban adalah Anak di 
bawah umur.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Kesepakatan Diversi dalam ketentuan ini ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
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Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud “atasan langsung” antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Laporan tersebut sekaligus berisi rekomendasi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”situasi darurat” antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan 
konflik bersenjata.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 18
Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas 
hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana 
yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.
Pasal 19
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Cukup jelas.
Pasal 20
Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seorang Anak yang sedang dalam proses peradilan tetap dianggap 
tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban 
keperdataan sebagai orang dewasa.
Pasal 21
Ayat (1)
Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada 
pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua 
belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses 
peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian 
kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, 
dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Keikutsertaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam ketentuan ini termasuk 
rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.
Dalam ketentuan ini, Anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang 
diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas 
pendidikan, dinas sosial, Pembimbing Kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, dan LPKS.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
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Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memberikan perlakuan khusus 
terhadap Anak, dalam arti harus ada pemisahan perlakuan terhadap Anak dan perlakuan terhadap orang 
dewasa atau terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia dalam perkara koneksitas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” 
adalah memahami:
1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin 
Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang 
bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.
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Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya 
Diversi dan sebab gagalnya Diversi.
Pasal 30
Ayat (1)
Penghitungan 24 (dua puluh empat) jam masa penangkapan oleh Penyidik dihitung berdasarkan waktu 
kerja.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Koordinasi dilakukan dengan memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi 
secara formal dan materiil.
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Pasal 32
Ayat (1)
Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak 
harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, 
baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, 
di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Kebutuhan rohani Anak termasuk kebutuhan intelektual Anak.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
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Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak 
dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penuntut umum yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Hakim yang ditunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah Anak.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
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Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, 
dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara 
terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.
Hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara 
terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat 
dari keadaan perkara, misalnya pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara.
Pasal 55
Ayat (1)
Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena dalam 
hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/Wali.
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Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Ketentuan “tanpa kehadiran Anak“ dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa 
Anak Korban dan/atau Anak Saksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 61
Cukup jelas.
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Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi 
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berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak 
membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Jangka waktu dalam ketentuan ini merupakan masa percobaan.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
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Huruf a
Yang dimaksud dengan “pejabat pembina” adalah petugas yang mempunyai kompetensi di bidang 
yang dibutuhkan oleh Anak sesuai dengan asesmen Pembimbing Kemasyarakatan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga 
pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial.
Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan 
membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di 
rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, 
lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa” adalah maksimum 
ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”penyerahan kepada seseorang” adalah penyerahan kepada orang dewasa 
yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh 
Anak.
Huruf c
Tindakan ini diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita 
gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
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Yang dimaksud dengan ”perbaikan akibat tindak pidana” misalnya memperbaiki kerusakan yang 
disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya 
tindak pidana.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Ayat (1)
Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.
Ayat (2)
Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan 
bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, 
mental, maupun sosial.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penempatan Anak di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi 
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mereka yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) 
tahun.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang 
Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 88
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memerlukan tindakan pertolongan segera” adalah kondisi anak yang mengalami 
penderitaan, baik fisik maupun psikis, sehingga harus segera diatasi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk 
memulihkan kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, 
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mental maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi 
sosial dalam kehidupan di masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 
Saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
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Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “menyiapkan” adalah memberikan dan menyerahkan hak kepemilikan lahan 
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
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